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ABSTRAK 

 

Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan 

jika laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun sedang perempuan usia 19 tahun. Selain 

itu, permohonan usia yang kurang dari hukum yang telah ditetapkan dapat 

melakukan pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama. Pada sisi lainnya, ada 

aturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang 

merekomendasikan usia pernikahan ideal dilakukan pada usia yang matang yakni 

21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. 

 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field Reseach) dan 

bersifat deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah dikumpulkan 

dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis induktif dengan 

pendekatan normatif. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di BKKBN Wilayah 

D.I.Yogyakarta dalam memandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat 

diambil kesimpulan bahwa BKKBN mendukung kenaikan usia menikah dari yang 

semula 16 tahun bagi Perempuan berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 

perempuan. Namun BKKBN juga memiliki usia ideal menikah yang masih 

disosialisasikan terus menerus sampai saat ini. Upaya yang telah dilakukan 

BKKBN dalam menetapkan usia ideal menikah karena memandang beberapa aspek, 

yaitu; aspek kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan, dan kependudukan. Usia 

ideal menurut BKKBN ini juga dinilai memiliki maslahat untuk kehidupan manusia 

khususnya bagi pasangan suami isteri. Jika dilihat dari perspektif maqāṣid asy-

syarī'ah, maka hal yang paling pokok dalam  program ini yaitu terkait dengan ḥifẓ 

an-nasl bagian dari lima unsur maqāṣid .  

Kata kunci: Pandangan, BKKBN, Usia Perkawinan. 
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ABSTRACT 

 

The Marriage Law states that marriage can take place if the man has reached the 

age of 19 years and the woman is 19 years old. Apart from that, applicants who are 

less than the legal age can apply for a dispensation at the Religious Court. On the 

other hand, there are regulations from the National Population and Family Planning 

Agency (BKKBN) which recommend that the ideal marriage age be at a mature age, 

namely 21 years for women and 25 years for men. 

This research is included in the field research category and is descriptive-analytic 

in nature. Data collection techniques use interview and documentation methods. 

then the data that has been collected is analyzed qualitatively using inductive 

analysis with a normative approach. 

Based on research conducted by the author at the BKKBN D.I. Yogyakarta Region 

in looking at Law Number 16 of 2019, it can be concluded that the BKKBN 

supports increasing the marriage age from 16 years for women to 19 years for men 

and women. However, the BKKBN also has an ideal age for marriage which is still 

being disseminated continuously today. The efforts that have been made by the 

BKKBN in determining the ideal age for marriage are based on several aspects, 

namely; health, economic, psychological, educational and population aspects. The 

ideal age according to the BKKBN is also considered to have benefits for human 

life, especially for married couples. If seen from the perspective of Maqāṣid asy-

syarī’ah, the most important thing in this program is related to ḥifẓ nasl, part of the 

five elements of maqāṣid . 

Keywords: Views, BKKBN, Marriage Age. 
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MOTTO 

 

“Kegagalan yang menciptakan kerendahan hati, lebih baik daripada kesuksesan 

yang menghasilkan arogansi” 

-Thomas Lembong- 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan darı satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. 

Dalam skrıpsı ını transliterası yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa 

Arab ke bahasa latın. Penulisan transliterası Arab-Latın dalam skırpsı ını 

menggunakan transliterası berdasarkan surat keputusan bersama Menten Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b / U /1087. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama 

 أ
Alif Tidak 

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ح
Ḥa ḥ ha  

(dengan titik di bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر 



x 

 

 

 

 Zai z zet ز 

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 ص
Ṣad ṣ es 

(dengan titik di bawah) 

 ض
Ḍad ḍ de 

(dengan titik di bawah) 

 ط
Ṭa ṭ te  

(dengan titik di bawah) 

 ظ
Ẓa ẓ zet  

(dengan titik di bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
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 Ditulis muta’addidah مُتعَدَِ دَة  

 Ditulis iddah عِدَّة

C. Ta’ Marbuttah di Akhir Kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 

  Ditulis hikmah حِكْمَة

 Ditulis ‘illah عِلَّة  

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia,sepertisalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ’Ditulis Karāmah al-Auliyā كَرَامَةُ الأوَْلِيَاءِ 

c. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah 

ditulis t atau h. 

 Ditulis  Zakāh al-Fiţri زَكَاةُ الفِطْرِ 

D. Vokal Pendek 

1. 
---- َ---- Fatḥah Ditulis a 

2. ---- َ---- Kasrah Ditulis i 

3. ---- َ---- Dammah Ditulis u 
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E. Vokal Panjang 

1. 
Fathah + alif 

 إستحسان 

Ditulis 

Ditulis 

ā 

Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya’ mati 

 أنثى

Ditulis 

Ditulis 

ā 

Unśā 

3. Kasrah + yā’ mati 

 العلواني 

Ditulis 

Ditulis 

ī 

al-‘Ālwānī 

4. Ḍammah + wāwu mati 

 علوم

Ditulis 

Ditulis 

û 

‘Ulûm 

F. Vokal Rangkap 

1. 
Fatḥah + ya’ mati 

 غيرھم

Ditulis 

Ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 قول

Ditulis 

Ditulis 

au 

Qaul 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأنتم
Ditulis a’antum 
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 Ditulis u’iddat أعدت 

 Ditulis la’in syakartum لإن شكرتم 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a) Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 القرآن
Ditulis Al-Qur’ān 

 Ditulis al-Qiyās القياس

b) Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 رسالة 
Ditulis ar-Risālah 

 ’Ditulis an-Nisā النساء

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 أھل الرأي
Ditulis Ahl ar-Ra’yi 

 Ditulis Ahl as-Sunnah أھل السنة

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 
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a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan 

sebagainya. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad 

Syukri Soleh dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan hukum Islam tentang batasan usia perkawinan pada saat ini 

dianggap tidak selaras dengan konteks Indonesia. Para ilmuwan, pakar, ahli, dan 

kelompok masyarakat memberikan usulan akan perubahan Undang-Undang 

Perkawinan tentang batasan usia perkawinan. Undang-Undang nomor 16 Tahun 

2019 tentang  Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika 

laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun sedang Perempuan usia 16 tahun. Selain itu, 

permohonan usia yang kurang dari hukum yang telah ditetapkan dapat melakukan 

pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama. Hal ini membuktikan bahwa 

pemerintah memperbolehkan perkawinan yang dilakukan kurang dari usia 19 tahun 

dan 16 tahun.1 

Selain itu, ada aturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) yang merekomendasikan usia pernikahan ideal dilakukan pada 

usia yang matang yakni 21 tahun untuk Perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. 

Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan BKKBN dalam menetapkan angka 

ideal dalam pernikahan ini, diantaranya aspek Kesehatan, ekonomi, psikologis, 

pendidikan, dan kependudukan. Dari segi Kesehatan, usia yang disarankan untuk 

 

1 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 
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kehamilan pertama adalah diatas 21 tahun. Jika pernikahan terjadi di bawah usia 20 

tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai isteri berusia 21 tahun. 

Salah satu penyebab dari tingginya angka kematian ibu yang melahirkan,  kematian 

bayi, serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak ialah perempuan yang 

menikah di usia muda. Secara medis, perkawinan di usia muda sangat beresiko, 

karna terlalu muda sehingga kejadian pendarahan saaat bersalin, anemia, dan 

komplikasi dapat terjadi. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima 

kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada 

perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh 

kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-

19 tahun.2  

Dilihat dari aspek ekonomi, pada umumnya sumber ketidakharmonisan 

keluarga dari remaja yang menikah di usia dini disebabkan masalah perekonomian 

keluarga. Mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan 

ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan 

termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih 

tinggi. Dampak ini juga akan berlanjut pada keturunan mereka serta generasi yang 

akan datang. Keluarga butuh mempunyai penghasilan sebaik mungkin supaya bisa 

memenuhi kebutuhan keluarga. Seluruh anggota keluarga diajarkan diberikan 

pengertian agar dapat bersikap ekonomis, realistis, dan mau berjuang dalam 

 

2 Badan Pusat Statistik, Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia anak di 

Indonesia, (Jakarta: BPS Jakarta,2015) hlm. 11. 
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meningkatkan kesejahteraan keluarga.  

Dari sisi psikologis, kesiapan psikologis tentunya sangat diperlukan dalam 

mengarungi bahtera rumah tangga supaya jika sewaktu-waktu sebuah keluarga 

dihadapi masalah dapat menyikapinya dengan bijak. Kesiapan individu dalam 

dalam menjalankan peran sebagai suami isteri diartikan sebagai kesiapan psikologis, 

misalnya pengetahuan akan tugas masing-masing dalam rumah tangga, kesiapan 

mental, perasaan, pikiran, serta perilaku seseorang. Hal-hal tersebut sangat 

berpengaruh bagi pasangan suami isteri dalam menjalankan kehidupan berumah 

tangga. 

Salah satu asas dalam perkawinan adalah asas kematangan calon mempelai 

yang berhubungan dengan kesiapan psikologis. Usia yang sudah dewasa menjadi 

salah satu indikator yang bisa dicapai dalam asas kematangan. Berdasarkan ilmu 

kesehatan, umur yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun 

bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut dapat dikatakan 

sebagai usia yang paling tepat untuk menikah karena sudah matang dan sudah 

berpikir dewasa.3 Seseorang yang telah dewasa akan mampu memikul tanggung 

jawab yang telah diberi. Masalah-masalah yang muncul ketika berkeluarga akan 

mampu dihadapi dengan baik tanpa harus terjadi keributan yang nantinya akan 

berujung pada perceraian. Dari kematangan mental, pikiran, prilaku, ataupun 

 

3
 Nabila Saifin, “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Shari’ah 

(Analisa terhadap Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan 

Usia Perkawinan)”, Tesis, UIN Malang, 2018, hlm 88. 
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perasaan ini yang akan menuntun sebuah keluarga mendapati tujuan-tujuan 

perkawinan sebenarnya. 

Dari aspek pendidikan, ketika pasangan mengambil keputusan untuk 

menikah, bukan berarti pendidikan menjadi terhenti. Karena pendidikan adalah 

salah satu aspek paling penting dalam Pendidikan. Untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga, setiap pasangan memiliki kesempatan meraih pendidikan 

setinggi-tingginya. Dalam lingkup yang lebih luas jika seluruh remaja Indonesia 

bisa menunda pernikahannya hingga mencapai usia ideal, maka tingkat pendidikan 

generasi muda akan membaik karena pernikahan di bawah umur menyebabkan 

anak tidak mampu meraih pendidikan tinggi. Dari berbagai penelitian didapatkan 

bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah. Semakin 

tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan 

demikian sebaliknya. Pernikahan usia dini menurut UNICEF tampaknya 

berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah.4 

Menimbang berbagai aspek di atas, BKKBN menganggap ini adalah suatu 

keresahan terhadap dampak dari permasalahan terkait usia perkawinan. Salah satu 

pokja yang berhubungan langsung dengan usia perkawinan adalah pokja bidang 

Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK). Pokja ini memiliki tugas 

melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitas pelaksanaan 

kebijaksanaan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan, dan 

 

4 Eddy Fadliana, dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, Sari 

Pediatri 11, Agustus 2009, hlm. 138. 
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evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Sedangkan 

fungsinya, yaitu: penyiapan bahan pembinaan pembimbingan, dan fasilitas 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta 

pemantauan, dan evaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta 

ketahanan remaja, dan di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga. Kemudian 

menjadi menarik, karena adannya perbedaan aturan Undang-Undang nomor 16 

Tahun 2019 dengan batas usia ideal menikah menurut BKKBN. Atas dasar inilah, 

pandangan pegawai di pokja pendewasaan perkawinan  diteliti kemudian dianalisis 

sehingga dapat memberikan jawaban sistematis terkait perbedaan dua aturan terkait 

batas usia perkawinan. 

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang 

PANDANGAN PEGAWAI BKKBN WILAYAH D.I. YOGYAKARTA 

TERHADAP UU NO. 16 TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USIA MENIKAH. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok 

bahasan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pandangan dan alasan pegawai BKKBN di pokja bidang 

Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) melihat 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah? 

2. Bagaimana batas usia ideal menikah yang ditetapkan oleh BKKBN 

ditinjau dari perspektif maqāṣid asy-syarī’ah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penyusun mengarahkan pembahasan 

penelitian ini pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis sehingga dapat 

dirumuskan tujuan yang menjadi latar belakang serta motivasi dalam membahas 

dan meneliti permasalahan di atas. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan pandangan dan alasan pegawai BKKBN di pokja 

bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) 

melihat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia 

menikah. 

2. Untuk menganalisa batas usia ideal menikah yang ditetapkan oleh 

BKKBN ditinjau dari perspektif maqāṣid asy-syarī’ah. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis Keilmuan 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan 

pengetahuan di bidang hukum untuk menunjang pengembangan penelitian 

dalam bidang hukum keluarga islam. Serta bermanfaat bagi penyusun 

secara khusus dan peneliti yang ingin  melakukan penelitian lebih 

mendalam terkait problematika tersebut secara umum. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai evaluasi bagi 

pemerintah untuk mengkaji ulang aturan terkait batas usia perkawinan 
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menimbang banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi masyarakat saat ini. 

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan 

bagi Masyarakat Ketika akan menuju jenjang perkawinan. 

 

E. Kajian Pustaka 

Berbagai penelitian tentang batas minimal usia menikah telah banyak 

dibahas dari berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan normatif5 dan pendekatan 

yuridis6. Sebagian atau kebanyakan karya tersebut melihat atau membahas batas 

usia perkawinan dari perspektif normatif hukum islam; 

Karya dengan pendekatan normatif telah membahas tentang batas usia 

perkawinan terhadap perlindungan anak beserta konsep maslahah bagi anak. 7 

Tulisan ini mengatakan bahwa keputusan pemerintah terkait batas minimal usia 

menikah telah sesuai dengan teori yang ada dalam hukum Islam yaitu maslahah 

(mengambil manfaat dan menolak mudarat). Penelitian selanjutnya menemukan 

bahwa usia perkawinan disamakan dengan usia balig. Penetapan batas usia menikah 

dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan 

dilihat dari berbagai aspek; psikologis, pendidikan, finansial, ekonomi, dan 

 

5 Jannah, Firda Nur, “Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif  Hukum Perlindungan 

Anak dan Maslahah”, Skripsi; UIN Yogyakarta, 2021 

6 Aminullah, “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama 

terhadap PUP BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta)”, Tesis; UIN Yogyakarta, 2017 

7 Jannah, Firda Nur, “Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif  Hukum Perlindungan 

Anak dan Maslahah”, Skripsi; UIN Yogyakarta, 2021 
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kependudukan.8 Tulisan Alex Fauzi memaparkan bahwa pernikahan dalam Islam 

berorientasi pada kecakapan calon mempelai, dengan pernyataan balig sebagai 

acuannya. Kemudian disesuaikan dengan perundangan di Indonesia usia dewasa 

pada usia 18 tahun keatas.9 

Dari perspektif filsafat hukum Islam tentang ketentuan batas usia 

perkawinan yang baik merupakan salah satu jenis kemaslahatan. Sedangkan dari 

sisi objek penelitian karya yang membahas batas usia minimal perkawinan menurut 

BKKBN telah menghasilkan pertimbangan atau alasan usia 21 tahun bagi 

Perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki menjadi usia perkawinan ideal.10 Penulis 

tesis ini menilai bahwa UU No. 16 Tahun 2019 bukan sebagai solusi dalam 

menanggulangi pernikahan dini. Kajian Naskah Akademik yang dilakukan dalam 

melahirkan UU No. 16 Tahun 2019 dinilai belum tepat dalam mewujudkan rumah 

tangga yang sehat di antara kedua pasangan, karena dalam realitas tidak mampu 

menekan pernikahan anak di bawah umur yang sangat berdampak pada kesehatan 

kedua pasangan. 

 

8 Saifin, Nabila, “Batas Usia Minimal Perkawinan Perspektif maqashid al-syari’ah (analisis 

terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan 

Usia Perkawinan)”, Tesis; UIN Malang, 2018 

9 Moh. Alex Fawzi, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum  Islam Dan Kesehatan Reproduksi”, 

Skripsi; UIN Yogyakarta, 2014 

10 Muhammad Zulfiggar, “Problematika Dispensasi Perkawinan Studi Atas Pasal 7 UU No. 

16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif 

Maslahah al-Mursalah”; Tesis, UIN Yogyakarta, 2022 
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Sedangkan dalam perspektif yuridis karya Aminullah menunjukkan bahwa 

standar usia perkawinan menurut BKKBN berbenturan dengan Undang-Undang No. 

16 Tahun 2019. 11  Konteks kekinian, batas usia perkawinan juga mengalami 

perubahan seiring dinamika masyarakat. Salah satu bukti adalah gagasan BKKBN 

dengan program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan). Dari karya-karya yang ada 

tulisan ini mempunyai persinggungan dengan tesis karya Nabila Saifin dalam dua 

hal; pertama dari sisi objek kajian dan kedua dari sisi pendekatan. 

Beberapa karya ilmiah dengan tema sejenis yang dilakukan sebelumnya 

telah dipaparkan diatas. Karya ilmiah tersebut memiliki tema yang sama namun 

sangat berbeda dengan penelitian skripsi yang akan penulis bahas. Skripsi yang 

akan penulis bahas memaparkan bagaimana pegawai BKKBN Wilayah D.I. 

Yogyakarta melihat Undang-Undang N0. 16 Tahun 2019. 

 

F. Kerangka Teori 

Pada bagian ini, akan dipaparkan konsep atau teori yang telah diangkat. 

Pemaparan ini bertujuan untuk memperjelas kerangka berpikir dan memberikan 

batasan definitif dalam penelitian ini. 

1. Maqāṣid asy-syarī'ah 

Menurut al-Syatibi, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan 

 

11 Aminullah, “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama 

terhadap PUP BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta)”, Tesis; UIN Yogyakarta, 2017 
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manusia di dunia dan di akhirat sekaligus. Maqāṣid asy-syarī’ah berarti tujuan 

Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat 

ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis 

bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.12 

Maqāṣid asy-syarī’ah merupakan prinsip dasar utama yang menjadi tujuan 

utama dari penemuan hukum Islam. Ketika ketentuan batasan usia untuk 

melangsungkan perkawinan secara khusus tidak disebut dalam al-Quran maupun 

al-Hadis, tentang batasan usia perkawinan. Secara umum maqāṣid asy-syarī’ah 

terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari, ḥifẓ ad-dīn (menjaga agama), ḥifẓ 

al-‘aql (menjaga akal), ḥifẓ al-māl (menjaga harta), ḥifẓ an-nasl (menjaga 

keturunan), dan ḥifẓ an-nafs (menjaga diri). Semua perintah dan larangan dalam 

syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode, yakni 

sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penelitian 

lapangan (field research) berupa hasil interview. Penelitian lapangan (field research) 

digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan pegawai BKKBN Wilayah D.I. 

 

12  Teguh Anshori, “Batas usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah (Studi 

Analisis di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar)”, skripsi;UIN Yogyakarta, 2019. 
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Yogyakarta terhadap batasan usia yang tertera pada Undang-Undang No. 16 Tahun 

2019. Data primer ini kemudian diperkaya dengan bahan bacaan yang ada (sumber 

sekunder). 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik 13yakni mengembangkan data-data 

yang ada dengan menggambarkan secara komprehensif sesuai dengan pokok 

bahasan yang dilakukan secara mendetail dan kritis terhadap data-data tersebut. 

Penelitian ini juga termasuk kategori penelitian kualitatif. Karena jenis temuan yang 

dilakukan tidak ada unsur statistik, rumus, ataupun hitungan lainnya. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif-yuridis. Normatif untuk dikaitkan dengan penelusuran sekaligus 

penguraian persoalan batas usia perkawinan menurut pegawai BKKBN Wilayah 

D.I. Yogyakarta, sedangkan yuridis membahas mengenai batasan usia pernikahan 

berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Berangkat dari kedua pendekatan inilah 

diharapkan mampu memberikan analisis sistematis tentang pandangan pegawai 

BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 

sekaligus memberikan wacana atau legal opinion demi berjalannya Pembangunan 

dan perkembangan hukum perkawinan nasional.14 

 

13 Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.21. 

14 Soerdjono Sekanto dan Sri Mahmudji, Peran dan Penggunaan Kepustakaan Didalam 

Penelitian Hukum (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm.18 



12 

 

 

 

4. Sumber dan Data Penelitian 

Untuk melakukan penelitian ini diperlukan sumber data yang berupa data 

primer, sekunder dan tersier:  

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1) Wawancara dengan dua pegawai di BKKBN Wilayah D.I. 

Yogyakarta; ibu Witriastuti S. Angraeni sebagai kepala bidang 

pokja KS-PK BKKBN Wilayah D.I.Yogyakarta dan bapak Aris 

Nugroho sebagai staf di pokja KS-PK BKKBN Wilayah 

D.I.Yogyakarta. Alasan penulis mewawancarai mereka adalah 

karena mereka terjun ke lapangan langsung dalam 

mensosialisasikan program kerja di bidang KS-PK sendiri.  

2) UU No. 16 Tahun 2019 

b. Sumber Data Sekunder  yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-

bahan hukum primer meliputi, buku-buku, dokumen,-dokumen resmi, 

tulisan ilmiah, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. 

c. Sumber Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Hukum, dll. 
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5. Pengumpulan Data 

 Untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, penulis 

menggunakan metode: 

a. Wawancara  

  Wawancara (interview), yaitu metode pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematik dengan 

berlandaskan pada pedoman wawancara. Wawancara merupakan cara 

yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna 

mencapai tujuan tertentu. Terkait dengan penelitian ini untuk 

memperoleh data yaitu dengan cara wawancara langsung dengan 

pegawai di BKKBN Wialayah D.I. Yogyakarta. Alasan saya memilih 

BKKBN Wilayah D.I.Yogyakarta adalah karena mereka memiliki 

beberapa keunggulan, antara lain; angka kematian ibu yang ada di 

Yogyakarta tergolong sedikit dan ini adalah hal baik, TFR (Total 

Fertility Rate) atau angka kelahiran total di Yogyakarta terendah se-

indonesia, angka harapan hidup di Yogyakarta tertinggi dibuktikan 

dengan banyaknya lansia,  UKP (Usia Kawin Pertama) di Yogyakarta 

rata-rata di atas 23 tahun, IPK (Indeks Pembangunan Keluarga) terbaik 

kedua setelah Bali, Indeks kebahagiaan tertinggi, dan juga IPM (Indeks 

Pembangunan Manusia) terbaik kedua setelah DKI Jakarta. 

b. Dokumentasi 

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mengkaji, dan 

mempelajari buku atau literatur, catatan kepustakaan, dokumen berupa 
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arsip dan data-data nikah, serta bahan- bahan kepustakaan yang 

berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan. 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian 

ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini menganalisa serta 

mendeskripsikan fakta-fakta secara utuh yang diperoleh dari beberapa data yang 

diperoleh di BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta. 

 

H. Sistematika Pembahasan   

Sistematika pembahasan ini berisi deskripsi tentang alur penulisan skripsi 

yang disertai dengan logika dan argumentasi penulis mengenai susunan bagian-

bagian skripsi. 15  Adanya sistematika pembahasan ini diharapkan dapat 

mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat dipahami dengan baik, 

maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis. Oleh karena itu peneliti 

membaginya secara sistematika yang disusun menjadi lima bab sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang 

munculnya permasalahan yang diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang akan dijadikan referensi 

 

15 Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021. 

hlm. 4. 
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penelitian, kerangka teoretik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh peneliti, 

metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh peneliti, 

dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan 

bagian penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir atau kelima. 

Bab kedua membahas tentang usia perkawinan menurut Undang-Undang 

No. 16 Tahun 2019. Hal ini dirasa penting umtuk memberikan gambaran awal 

terkait batas usia perkawinan di Indonesia. 

Bab ketiga membahas tentang deskripsi usia perkawinan menurut pegawai 

BKKBN  Wilayah D.I.Yogyakarta serta menyinggung sedikit tentang gambaran 

umum mengenai kondisi geografis dan demografis di BKKBN Wilayah D.I. 

Yogyakarta. Hal ini juga dirasa penting untuk menjelaskan konsep usia perkawinan 

yang matang menurut lembaga ini. 

Bab keempat adalah bab inti yang merupakan analisis batas usia perkawinan 

terhadap dua hukum normatif. Pada bab ini akan digambarkan tentang analisa usia 

19 tahun sebagai batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 

2019 dan usia ideal menurut BKKBN Wilayah D.I. Yogyakarta. 

Bab kelima, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang di dalamnya berisi 

tentang kesimpulan penulis yang merupakan jawaban dari poin-poin yang ada di 

rumusan masalah. Serta saran penulis yang berhubungan dengan skripsi ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat diambil dua kesimpulan. 

Pertama, BKKBN memiliki alasan dalam menetapkan usia ideal menikah. Alasan 

pokok yang disebutkan dalam wawancara ialah masalah kesehatan, yang mana jika 

dilihat dari aspek kesehatan umur 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan 

sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 belum mencapai usia 

matang dalam bereproduksi. Akan terjadi banyak komplikasi jika perkawinan di 

usia tersebut dilakukan, Menyangkut pada masalah fisik khususnya Perempuan, 

mereka belum siap karena seluruh organ masih dalam masa pertumbuhan. Ketika 

masih proses perkembangan tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Alasan 

lain yang kemukakan oleh BKKBN dalam menetapkan program tersebut 

diantaranya ialah aspek ekonomi, psikologis, pendidikan dan kependudukan.  

Pada aspek ekonomi, BKKBN menginginkan sebuah keluarga memiliki 

kesejahteraan dalam menghidupi keluarganya. Hal ini juga berhubungan dengan 

aspek pendidikan, dimana sesorang yang memiliki pendidikan yang rendah peluang 

untuk mendapat pekerjaan pun semakin kecil. Telah dijelaskan bahwa usia 

produktif dalam peningkatan karir seseorang ialah para pemuda-pemuda, jika para 

pemuda dinikahkan terlalu dini maka akan mematikan bakat mereka dan akan terus 

berada dalam masalah ekonomi.  

Alasan lain yaitu pada aspek psikologi, dijelaskan bahwa perkawinan yang 
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dilakukan dibawah usia 21 tahun dipandang masih belum siap untuk melakukan 

perkawinan dengan segala akibatnya. Sehingga jika seseorang belum siap 

menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarga, akan berdampak pada 

seringnya percekcokan antar pasangan, egois, dan tidak mau mengalah. Akibatnya 

jika masalah terus berlanjut, akan berdampak pada perceraian. Disebutkan pula 

bahwa perceraian yang terjadi di pengadilan diantaranya akibat dari perkawinan 

yang terlalu dini.  

Alasan terakhir yang dijelaskan oleh BKKBN ialah mengenai aspek 

kependudukan. Hal ini sangat relevan dengan tujuan dari lembaga itu sendiri yakni 

pengendalian penduduk. Diharapkan dengan adanya usia ideal menikah ini 

pertumbuhan penduduk juga bisa terkendali, karena tujuan dari adanya usia ideal 

dalam menikah bukan hanya untuk mendewasakan usia perkawinan namun juga 

mendewasakan usia reproduksi bagi pasangan yang telah menikah muda. 

Kedua, jika dikaitkan dengan maqāṣid asy-syarī’ah, dari kelima 

penjaminan/pemeliharaan Islam terhadap keberlangsungan hidup manusia diatas, 

ḥifẓ nasl yang merupakan penjaminan terhadap keturunan memang terkait langsung 

dengan perkawinan. Karena ini adalah salah satu bentuk penjagaan terhadap 

regenerasi manusia.  

 

B. Saran 

1. Penelitian yang dilakukan sejatinya masih perlu banyak perbaikan 

mengingat keterbatasan kapasitas kemampuan penulis dalam menyajikan data 

maupun hasil analisis yang dipaparkan. Dalam penelitian ini seharusnya pegawai-
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pegawai lain di pokja KSPK BKKBN D.I.Yogyakarta bisa diwawancarai di 

peneletian selanjutnya terkait pandangan mereka melihat UU No. 16 tahun 2019.  

2. Kepada pemerintah, program ini yang hanya sebagai imbauan namun 

memiliki mashlahat yang banyak untuk dijadikan bahan pertimbangan manakala 

undang-undang yang telah ada sudah tidak relevan untuk kehidupan saat ini di 

Indonesia. Dari berbagai permasalahan yang telah dibahas, bahwa memang perlu 

adanya perubahan aturan terkait usia perkawinan yang terdapat dalam UU No. 16 

Tahun 2019. Selanjutnya penulis serahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai 

pemegang kebijakan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan program 

Pendewasaan usia Perkawinan ini agar dijadikan sebagai tambahan referensi untuk 

penetapan hukum selanjutnya. 
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